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Bahwa Tertanggung telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) untuk Asuransi Pengiriman Uang secara manual atau elektronik/digital yang memuat sejumlah pertanyaan dari 
Penanggung mengenai keterangan, informasi, dan data (fakta material) atas objek yang akan diasuransikan yang harus dijawab oleh Tertanggung dengan jujur dan sesuai dengan keadaan 
sebenarnya, yang menjadi dasar Penanggung untuk menganalisa dan menilai tingkat risiko (underwriting) dalam menerima atau menolak permohonan asuransi dari Tertanggung, termasuk 
menentukan syarat dan kondisi polis serta besaran premi yang wajib dibayar oleh Tertanggung.  
 
Apabila keterangan, informasi, dan data (fakta material) yang telah dijawab oleh Tertanggung dalam SPAU ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal itu mengakibatkan jaminan polis tidak 
berlaku dan polis ini tidak menjamin setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan 
dalam polis ini. 
 
SPAU yang telah diisi lengkap oleh Tertanggung menjadi dasar penerbitan polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada 
Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan 
dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini. 
 
 

B A B  I  
J A M I N A N 

 
Pasal 1 

 
Pertanggungan in i menjamin :  

1. kehi langan atas Uang   yang ter jadi dalam masa pengir iman yang di lakukan dari satu tempat ke tempat tu juan la in, yang disebabkan oleh t indakan pencurian 
yang didahului atau diserta i atau di ikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pembawa Uang  yang 
memil ik i wewenang untuk membawa Uang .  

2. Kehi langan, kerusakan atau musnahnya Uang  sebagai akibat langsung dari kebakaran yang ter jadi dalam masa pengiriman yang di lakukan dari satu tempat 
ke tempat tu juan lain.  

 
B A B  II  

P E N G E C U A L I  A N 
 

Pasal 2 
 
1. Pertanggungan in i t idak menjamin baik secara langsung maupun t idak langsung:  

1.1. Kehi langan yang ter jadi sebagai akibat pencurian yang di lakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepenget ahuan atau seizin 
Tertanggung; 

1.2. Kerugian atau kehi langan yang ter jadi sebagai akibat Tertanggung t idak mematuhi ketentuan -ketentuan polis yang berlaku (Bab IV Pasal 4 Pol is in i) .  
1.3. Kerugian atas berkurangnya ni la i  Uang sebagai akibat Inf lasi atau kebi jakan pemerintah  atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.  
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2. Pertanggungan in i t idak menjamin kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun t idak langsung disebabkan atau dit imbulkan oleh serta akibat 
dari :  
2.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru -hara, pembangkitan rakyat, pengambil -al ihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan 

mil iter,  invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;  
2.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai,  tsunami, banj ir ,  genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi la innya;  
2.3.  reaksi nukl i r,  termasuk tetapi t idak terbatas pada radiasi nukl ir ,  ionisasi, fusi , f is i atau pencemaran radio akt if ,  tanpa me mandang apakah itu ter jadi d i 

dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan;  
3. Pertanggungan in i t idak menjamin segala bentuk kerugian ke uangan la innya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian yang di jamin dalam Pol is in i .  

 
 
 

B A B  I I  I  
D E F I N I  S I  

 
PASAL 3 

 
Menyimpang dari  art i yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Pol is in i semua i st i lah yang  d icetak miring, d iart ikan 
sebagaimana diuraikan berikut in i:  

1.  Uang adalah Uang  tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro,  obligasi, perangko, meterai dan surat berharga la in nya yang dapat diUangkan dengan segera.  

2.  Kendaraan Bermotor  adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berja lan d i atas 
rel.   

3.  Kotak Uang adalah Tempat yang khusus dan layak digunakan untuk membawa Uang  dalam masa pengir iman yang di lakukan dari satu tempat ke tempat tu juan 
la in.  

4.  Kerusuhan  adalah t indakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menim bulkan suasana 
gangguan ketert iban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu 
Huru-hara.  

5.  Pemogokan  adalah t indakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja,  minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari  jumlah pekerja 
(dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari  dua puluh empat orang),  yang menolak bekerja sebagaimana biasanya da lam usaha  untuk memaksa majikan 
memenuhi tuntutan dari  pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh m aj ikan.  

6.  Penghalangan Bekerja  adalah t indakan pengrusakan yang sengaja di lakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau sepa ruh 
dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari  dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang dib erhent ikan atau dihalangi bekerja 
oleh maj ikan.  

7.  Perbuatan Jahat  adalah t indakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda  orang lain karena dendam, dengki,  amarah atau vandalist is,  kecual i 
t indakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi  atau menguasai harta benda 
tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.  
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8.  Tawuran  adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 ( l ima) orang menimbulkan suasana gangguan ketert ib an umum dengan 
kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang la in yang belum dianggap sebagai Kerusuhan .  

9.  Pencegahan adalah t indakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghent ikan atau mengurangi dampak atau akibat dari ter jadinya  r is iko-r is iko 
yang di jamin.  

10.  Huru-hara  adalah keadaan di satu kota di  mana sejumlah besar massa secara bersama -sama atau dalam kelompok-kelompok keci l menimbulkan suasana 
gangguan ketert iban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, 
sedemikian rupa sehingga t imbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhent inya lebih dari separuh kegiatan normal pusat per dagangan/pertokoan atau 
perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal  24 (duapuluh empat) jam secara terus -menerus yang dimulai sebelum, selama 
atau setelah kejadian tersebut.   

11.  Pembangkitan Rakyat  adalah gerakan sebagian besar rakyat di  Ibukota Negara, atau di t iga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabel as) 
hari,  yang menuntut penggant ian Pemerintah yang sah de jure  atau de facto ,  atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure  
atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan .  

12.  Pengambila lihan Kekuasaan  adalah keadaan yang memperl ihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure  atau de facto  te lah digul ingkan dan digant ikan oleh 
suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan -peraturan mereka sendir i.  

13.  Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau ke adaan sosial)  
atau menggul ingkan Pemerintah yang sah de jure  atau de facto ,  yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.  

14.  Pemberontakan  adalah t indakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah  yang 
sah de jure  atau de facto  dengan kekerasan yang menggunakan senjata api,  yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah 
de jure  atau de facto.  

15.  Kekuatan Mil iter  adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (t iga puluh) orang yang menggunakan kek erasan 
untuk menggul ingkan Pemerintah yang sah de jure  atau de facto  atau menimbulkan suasana gangguan ketert iban dan keamanan umum.   

16.  Invasi  adalah t indakan kekuatan mil i ter suatu negara memasuki wilayah negara la in dengan maksud menduduki atau menguasainya secara s ementara atau 
tetap.  

17.  Perang Saudara  adalah konf l ik bersenjata antardaerah atau antarfaksi pol it ik dalam batas ter itor ia l suatu negara dengan tu juan memperebutkan  legit imasi 
kekuasaan.  

18.  Perang dan Permusuhan  adalah konf l ik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau 
lebih, termasuk lat ihan perang suatu negara atau lat ihan perang gabungan antar negara.  

19.  Makar adalah t indakan seseorang yang bert indak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegia tan yang 
diarahkan pada penggul ingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure  atau de facto  atau mempengaruhinya dengan Terorisme  atau Sabotase  atau 
kekerasan.  

20.  Terorisme  adalah suatu t indakan, termasuk tetapi t idak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggu nakan 
pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bert indak sendir i  atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau 
pemerintah, dengan tujuan pol it ik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/a tau membuat publik atau 
bagian dari  publik dalam ketakutan.  
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21.  Sabotase  adalah t indakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya ni la i  suatu peker jaan, yang 
di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bert indak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu org anisasi atau pemerintah dalam usaha 
mencapai tujuan pol it ik,  agama, ideologi atau  yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membu at publ ik atau bagian dari 
publ ik dalam ketakutan.  

22.  Penjarahan  adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang la in oleh seseorang (termasuk oleh orang -orang di bawah pengawasan  Tertanggung), 
untuk dikuasai atau dimil ik i secara melawan hukum.  

 
 
 

B A B  IV 
S Y A R A T   U M U M 

 
Pasal 4 

KETENTUAN POLIS 
 
Kecuali  d iperjanj ikan lain, dalam set iap pengiriman Uang  maka Tertanggung waj ib:  

1. menggunakan Kendaraan Bermotor mil ik pribadi atau instansi atau perusahaan, t idak diperkenankan menggunakan taksi atau kendaraan umum lainnya;  
2. menggunakan Kotak Uang  untuk membawa Uang  dan t idak diperkenankan hanya dibungkus dengan kertas  atau kantong plast ik;  
3. melaksanakan pengir iman dengan menugaskan pal ing sedikit 1 orang staff atau orang yang memiliki  wewenang dan 1 orang petugas keamanan selain 

pengemudi ;  
4. melakukan perja lanan langsung ke tempat tu juan sesuai dengan rute/ja lur perjalanan yang tercantum pada Ikht isar Pertanggungan.  

Segala hak gant i -rugi menjadi h ilang  j ika Tertanggung t idak memenuhi ketentuan dalam Pasal in i.  
 

Pasal 5 
BERLAKUNYA MASA PERTANGGUNGAN 

 
Pertanggungan in i berlaku :  

1. Pengir iman Uang   untuk Pembayaran Gaji /Upah. Pertanggungan ini  mulai berlaku sejak Uang  tersebut d iserahkan dan diter ima oleh orang/pihak yang 
berwenang membawa Uang  untuk diserahkan kepada orang yang berwenang untuk menerima uang.  
Apabi la uang t idak langsung dibagikan kepada karyawan, maka masa pertanggungan ditambah 24 jam sejak uang diter ima dengan syarat uang tersebut 
waj ib dis impan dalam brankas yang terkunci .  

 
 

2. Pengir iman Uang  bukan untuk Pembayaran Gaj i/Upah.  
Pertanggungan in i mulai berlaku sejak Uang  tersebut d iserahkan dan diter ima oleh orang/pihak yang memilik i wewenang membawa Uang  untuk dibawa ke 
perusahaan atau bank, dan berakhir setelah Uang  tersebut d iserahkan kepada dan diter ima oleh kasir perusahaan atau bank.  
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Pasal 6 

KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA 
 

1. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian 
asuransi. 

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1 di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan 
dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan 

 
 
 

Pasal 7 
Pembayaran Premi 

 
1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan  asuransi berdasarkan Polis in i,  setiap premi terhutang harus su dah  dibayar lunas dan secara 

nyata te lah diter ima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:   
1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (t iga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus di lakukan dalam tenggang wa ktu 14 (empat belas) 

hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Pol is;  
1.1. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (t iga puluh) hari , pelunasan pembayaran premi harus di lakukan pada saat Po lis d iterbitkan.  

2. Pembayaran premi dapat d ilakukan dengan cara tunai, cek, b ilyet  giro,   t ransfer  atau dengan cara la in yang disepakat i antara  Penanggung dan Tertanggung.  
Penanggung dianggap te lah menerima pembayaran premi, pada saat :  

2.1. diter imanya pembayaran tunai, atau  
2.2. premi bersangkutan  sudah masuk ke rekening bank Penanggung,  atau  
2.3. Penanggung te lah menyepakati  pelunasan premi bersangkutan secara tertu lis .  

3. Jika Tertanggung t idak memenuhi kewaj iban sebagaimana dimaksud ayat (1) d iatas,  Polis in i berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu 
tersebut tanpa kewaj iban bagi Penanggung untuk menerbitkan endo rsemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan pol is .   
Namun demikian Tertanggung tetap berkewaj iban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi,  sebesar 20 % (dua puluh persen) 
dari premi satu tahun.  

4. Apabi la ter jadi kerugian yang di jamin oleh Pol is dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,  Penanggung akan bertanggung jawab 
terhadap kerugian tersebut apabi la Tertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan .  

 
Pasal 8 

Perubahan Risiko 
 
Polis ini  t idak menjamin kehi langan atau kerusakan atas obyek yang dipertanggungkan, apabi la terjadi perubahan rute perjalana n, alat  pengangkutan atau tempat 
tu juan pengiriman Uang.  
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PASAL 9 

PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI  
 
1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kehi langan dan atau kerusakan atas kepent ingan yang diperta nggungkan, wajib  :  

1.1. melaporkan dengan segera kepada Kantor Kepol is ian Sektor setempat .  
1.2. melaporkan dengan segera secara tertu l is atau secara l isan yang di ikut i dengan tertu lis kepada Penanggung dan dalam waktu 15 (l ima belas) hari  

kalender sejak tanggal pelaporan Tertanggung waj ib menyampaikan dokumen -dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam ayat 3 but ir 3.1, 3.2,  3.3 
dan 3.4 di  bawah ini .  

2. Pada waktu ter jadi kehilangan dan atau kerusakan, Tertanggung wajib   :  
2.1. melakukan t indakan penyelamatan yang nyata guna menjaga, memelihara, menyelamatkan sisa Uang  yang masih bisa diselamatkan;   
2.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak la in yang ditunjuk oleh Penan ggung untuk 

melakukan peneli t ian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;  
3. Tertanggung wajib  menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:  

3.1. Surat pengajuan tuntutan tertul is tentang kerugian tersebut, berikut dokumen -dokumen pendukung dan daftar perincian nilai Uang  yang hilang dan atau 
rusak termasuk perkiraan besarnya ni la i kerugian.  

3.2. Surat Tanda Lapor Kejadian dari kepol is ian dan Surat Keterangan Kejadian dari Kantor Kepol is ian Sektor setempat tentang adanya kerugian tersebut.  
3.3. Polis, Sert if ikat, Lampiran / Endo rsemen  
3.4. Kuitansi pelunasan premi  
3.5. Dokumen lain  yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian kla im.  

Segala hak gant i -rugi menjadi h ilang j ika Tertanggung t idak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal in i.  
 

PASAL 10 
LAPORAN TIDAK BENAR 

 
Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Pol is in i t idak berhak mendapatkan gant i rugi apabi la dengan se ngaja  :  
1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang t idak benar tentang hal -hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu 

pembuatan Pol is ini  dan yang berkaitan dengan kerugian yang terjadi;  
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;  
3. mempergunakan surat atau alat bukt i palsu, dusta atau t ipuan.  
 

PASAL 11 
CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI  

 
1. Dalam hal ter jadi kerugian  dan atau kerusakan atas Uang ,  Penanggung melakukan gant i rugi dengan cara pembayaran Uang  tunai   
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2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian, kerusakan atas Uang set inggi -t ingginya adalah sebesar Batas Maksimum Pertanggungan untuk set iap 
pengir iman yang tercantum dalam polis.  

3. Dalam hal ter jadi kerugian dan pembayaran premi di lakukan  secara angsuran, maka Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa 
pertanggungan yang masih berjalan.  

 
PASAL 12 

PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA 
 
J ika pada saat ter jadinya kerugian yang disebabkan oleh  ris iko yang di jamin Pol is in i,  Nila i Pertanggungan set iap pengir iman Uang  lebih keci l daripada Jumlah 
Uang  yang dikir im sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri  atas sel is ihnya dan menanggung se bagian 
kerugian yang dihitung secara proporsional.  
 

PASAL 13 
PERTANGGUNGAN LAIN 

 
1. Pada saat pertanggungan in i d ibuat, Tertanggung waj ib memberi tahukan kepada Penanggung pertanggungan -pertanggungan la in atas objek pertanggungan 

dan atau kepentingan yang sama, j ika ada.  
2. Jika setelah pertanggungan in i d ibuat,  Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas objek pertanggungan dan atau k epent ingan yang sama, 

maka hal itupun waj ib diberitahukan  kepada Penanggung.  
 

PASAL 14 
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP 

 
1. Dalam hal ter jadi kerugian atas Uang  dan atau  kepent ingan yang dipertanggungkan, apabi la objek pertanggungan dan atau kepentingan tersebut sudah juga 

di jamin oleh satu atau lebih pertanggungan la in dan jumlah seluruh Ni la i Pertanggungan set iap pengiriman pada polis yang ada (berlaku) lebih besar dari  
daripada Jumlah Uang  yang dikir im sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah gant i rugi maksimum yang dapat d iperoleh berdasarkan Polis in i berkurang 
secara proporsional  menurut perbandingan antara Ni la i pertanggungan setiap pengir iman pada pol is ini  dengan jumlah seluruh Nila i  pertanggungan setiap 
pengir iman pada polis yang ada (berlaku), tetapi premi t idak dikurangi atau dikembal ikan.  

2. Ketentuan ayat (1) d i atas akan di ja lankan, b iarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa pol is yang diterbitkan pada tanggal yang 
berla inan, j ika pertanggungan  atau semua pertanggungan i tu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Pol is ini  dan t idak beris i  ketentuan sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) d i atas.  

3. Pada saat  ter jadi  kerugian,  Tertanggung wajib  memberi tahukan secara tertul is pertanggungan -pertanggungan la in yang sedang berlaku atas Uang  dan atau 
kepent ingan yang sama pada saat terjadinya kerugian.  

Jika  Tertanggung  t idak  memenuhi   persyaratan  in i maka haknya atas ganti  rugi menjadi  h i lang .  
 

PASAL 15 
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SUBROGASI 
 
1. Setelah pembayaran gant i rugi atas objek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Pol is in i, Penanggung  menggantikan Tertanggung 

dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ket iga sehubungan dengan kerugian tersebut.  Hak Subrogasi termaks ud dalam ayat in i  berlaku dengan sendir inya 
tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.  

2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas set iap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ket iga t ersebut.  
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewaj ibannya tersebut pada ayat (2) d i atas dapat menghi langkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk 

mendapatkan gant i -rugi.  
 
 

PASAL 16 
PEMBAYARAN GANTI RUGI 

 
Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran gant i rugi dalam waktu 30 (t iga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertu lis antara Penanggung dan 
Tertanggung mengenai jumlah ganti  rugi yang harus dibayar.  
 

PASAL 17 
HILANGNYA HAK GANTI RUGI  

 
1. Hak Tertanggung atas ganti  rugi berdasarkan Pol is in i h i lang dengan sendir inya apabi la:  

1.1. t idak mengajukan tuntutan ganti  rugi dalam waktu 3 (t iga) bulan sejak ter jadinya kerugian, walaupun pemberi tahuan tentang adanya kejadian te lah 
disampaikan;  

1.2. t idak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui  arbit rase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) b ulan sejak 
Penanggung memberitahukan  secara  tertu lis  bahwa Tertanggung t idak berhak untuk  mendapatkan  ganti   rugi;  

1.3. t idak memenuhi kewaj iban  berdasarkan Polis in i.  
2. Hak Tertanggung untuk menuntut gant i rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetuju i Penanggung akan hi lang apabila dalam waktu 3 (t iga) 

bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertu l is,  Tertanggung t idak mengajukan keberatan secara t ertul is atau t idak menempuh upaya penyelesaian 
melalui  arbi trase atau upaya hukum lainnya.  

 
PASAL 18 

MATA UANG  
 
Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis in i  di tetapkan dalam mata Uang  asing tetapi pembayarannya di lakukan dengan mata Uang  rupiah, maka 
pembayaran tersebut di lakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.  
 

PASAL 19 
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PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN 
 
1. Selain dari hal -hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing -masing berhak set iap waktu menghent ikan pertanggungan in i dengan 

memberi tahukan alasannya.  
Pemberitahuan penghent ian dimaksud di lakukan secara tertu lis melalu i surat tercatat o leh pihak yang menghendaki penghentian p ertanggungan kepada pihak 
la innya di alamat terakhir yang diketahui.  Penanggung bebas dari  segala kewaj iban berdasarkan Pol is in i,  14 (empat belas) hari  kalender terhitung sejak tanggal 
pengir iman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.  

2. Apabi la ter jadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu 
pertanggungan yang belum di jalani, setelah dikurangi biaya akuisis i  Penanggung.  

3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal in i,  Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk t idak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan P asal 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghent ian pertanggungan di lakukan tanpa memerlukan persetujuan penga di lan Negeri.    

 
PASAL  20 

PERSELISIHAN 
 

1. Dalam hal t imbul persel is ihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besar nya gant i rugi dari Pol is 
in i,  maka perselis ihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit inte rnal Penanggung yang menangani Pelayanan 
dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Persel is ihan t imbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertu l is ket idaksepakatan a tas hal yang 
dipersel is ihkan. Penyelesaian persel isihan melalui  perdamaian atau musyawarah   di lakukan dalam waktu pal ing lama 60 (enam puluh) hari  kalender sejak 
t imbulnya persel is ihan.  

 
2. Apabi la penyelesaian persel is ihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 t idak mencapai kesepakata n, maka 

ket idaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertu l is o leh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung  dapat memil ih penyelesaian 
sengketa di luar pengadi lan atau melalui  pengadi lan dengan memil ih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatu r d i bawah in i.  

 
A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  

Dengan in i d inyatakan dan disepakati  bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui  Lembaga Al ternat if  
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototr itas Jasa Keuangan.  
 

B. PENGADILAN 
Dengan in i d inyatakan dan disepakat i bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadi lan  Negeri di  wi layah 
Republ ik Indonesia.  

 
PASAL  21 
PENUTUP 
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1. Is i polis in i telah disesuaikan dengan peraturan perundang -undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  
2. Untuk hal-hal yang belum atau t idak cukup diatur dalam Pol is in i, berlaku ketentuan Kitab Undang -Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang -

undangan yang berlaku.  

 


